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ABSTRACT 

This research is motivated by the existence of multiple certificates or overlapping land 

objects in one land certificate. To resolve these problems, there is a way out, one of which is 

mediation. The purpose of this research is to find out the following things: (1) To know the 

stages of mediation implementation in an effort to resolve overlapping disputes; (2) To know 

the factors that influence the success and failure in the use of mediation as an effort to resolve 

disputes; (3) To know the problems and solutions of mediation in disputes. 

The research method used in this research is the normative method with a comparative 

legal approach. This research is conducted by collecting data by reducing the data and 

analyzing library materials. 

The results of the research that has been conducted by researchers on the minutes of 

documents and the results of interviews during mediation at the Surabaya II Land Office have 

the following conclusions: (1) There were problems with the absence of a deed of peace issued 

by the court and there were parties who could not attend and a solution was provided with 

mediation through zoom meetings. (2) Success factors include cooperative parties, high 

education, efficiency in dispute resolution, mediator expertise in mastering the problem. 

Failure factors include non-cooperation, lack of trust in the mediator, mediators who are 

considered less skilled and selfish. (3) There are problems and solutions to the first and second 

problems. 

Keywords:  Mediation, Dual Certificates, Property Rights, Land Office. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam sumber daya, baik itu 

sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tanah merupakan salah satu sumber 

daya alamnya, dimana hal tersebut menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan 

suatu masyarakat terlebih di Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan 

kehidupannya tanah untuk berbagai kebutuhan dasar melalui tanah. Pemerintah Indonesia 

telah mengeluarkan peraturan tentang urusan agraria yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam UU tersebut, negara 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap masalah pertanahan sesuai dengan 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa tanah, air, dan 

sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Sutedi, 2007).  

Kebijakan oleh negara diperlukan ketika terdapat kekhawatiran bahwa tanpa campur 

tangan akan terjadi ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan sumber 

daya alam oleh masyarakat. Agar terjadinya keadilan yang terhindar dari campur tangan 

masyarakat, maka dilakukanlah pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Pasal 19 UUPA 

menjelaskan bahwa tanah harus didaftarkan ke kantor pertanahan sesuai dengan lokasi 

bidang tanah itu berada. Hal ini memudahkan seseorang untuk mendapatkan keterangan 

terhadap sebidang tanah, luasan tanah tersebut, lokasi spesifik tanah, hak apa yang melekat 

pada bidang tanah tersebut, atau adanya beban hak tanggungan. Pendaftaran tanah 

menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat hasil 

dari pendaftaran tanah tersebut memberikan makna yang krusial dimana memiliki arti 

penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia (Sutedi, 

2011). 

Dalam memberikan jaminan kepastian hukum, kenyataannya masih banyak terdapat 

sertipikat ganda atau tumpang tindih objek tanah dalam satu sertipikat tanah. Sertipikat 

berperan penting sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan. Pemilik asli 

sertipikat tanah dengan sertipikat ganda tersebut perlu diberikan jaminan hukum hingga 

perlindungan hukum bagi kedua pemegang hak. Adapun dua sertipikat tanah atas sebidang 

tanah dapat menjadikan suatu permasalahan hukum yang berujung hingga sengketa 
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(Aziziyah & Tien Fitriyah, 2023). 

Sengketa pertanahan atau land dispute dapat diartikan sebagai perselisihan yang 

menjadikan hak tanah sebagai objek persengketaan (Kurniati & Fakhriah, 2017). Sengketa 

tanah dapat muncul akibat beberapa faktor, seperti ketidaklengkapan peraturan, regulasi 

yang tidak konsisten, respon pejabat yang kurang, kurangnya data oleh pihak kantor, 

keterbatasan manusia dalam menangani masalah sengketa, kesalahan dalam jual beli 

maupun transaksi lainnya, dan juga kelalaian dari pihak-pihak tertentu (Rizaldi et al., 

2023). Sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia, tanah memiliki peran 

yang vital. Ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan tanah sering 

kali memicu konflik atau sengketa, baik antara individu maupun kelompok. Seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk, konflik atau sengketa tanah, baik dalam hal kualitas 

maupun kuantitasnya, terus meningkat. (Sarjita, 2005). 

Penyelesaikan masalah yang muncul akibat sengketa pertanahan (perdata), dapat dibagi 

menjadi dua cara. Pertama, dapat dilakukan secara litigasi (peradilan) dan non litigasi (di 

luar pengadilan). Penyelesaian tersebut akan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa 

dengan memperhatikan konsekuensi yang akan ditentukan dari persoalan apa yang 

diharapkan serta biaya-biaya yang sanggup ditanggung oleh para pihak. Banyaknya perkara 

di pengadilan serta pemikiran masyarakat tentang banyaknya biaya dan waktu yang 

dikeluarkan di jalur pengadilan, memunculkan ide pola penyelesaian di luar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase membantu 

penumpukan penyelesaian sengketa di lingkup pengadilan. Dari semua penyelesaian di luar 

pengadilan, mediasi dianggap bentuk penyelesaian sengketa yang sebagian besar dapat 

memenuhi keinginan para pihak, mempersingkat waktu dan meringankan biaya (Zulaeha, 

2016).  

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa ADR yang 

mengikutsertakan pihak ketiga (mediator) yang netral serta independen dalam sengketa 

bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan antar pihak bersengketa (Sagoni et al., 2023). 

Tujuan mediasi menurut pendapat More menjelaskan proses mediasi dapat mencapai kata 

sepakat dikarenakan 2 syarat dalam kepuasan. Pertama, kepuasan substansial terkait 

dengan keinginan khusus pihak-pihak yang bersengketa, seperti mendapatkan ganti rugi 

dalam bentuk uang atau menyelesaikan perundingan dengan cepat. Kedua, kepuasan 

prosedural yang menekankan bahwa kedua pihak memiliki kebebasan yang sama untuk 

menyatakan pendapat mereka. (Wijayanto et al., 2021). Kesepakatan itu juga dapat 
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diwujudkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati. Ketiga kepuasan psikologis, dimana 

keduanya memiliki emosi terkendali yang saling menghargai dan terbuka serta bersifat 

positif hingga hari yang akan datang. 

Menurut Adolf, dalam tahap mediasi, hal yang terpenting merupakan bagaimana kedua 

belah pihak menyetujui hasil dari mediasi, pemilihan mediator, bagaimana mediasi tersebut 

berjalan, usulan yang diberikan mediator dapat diterima atau tidak hingga selesainya tugas 

menjadi mediator (Tamba, 2020). Dalam Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan 

tahapan mediasi, bahwa dalam 5 hari sejak penetapan sesuai Pasal 20 ayat (5) resume yang 

telah disetujui oleh pihak lain dan diterima oleh mediator diserahkan kepada kedua pihak. 

Mediasi berlangsung selama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi. Jika ingin 

diperpanjang, maka kedua belah pihak wajib menentukan kesepakatan dan dapat 

diperpanjang paling lama 30 hari sejak berakhir jangka waktu yang telah ditentukan pada 

ayat sebelumnya. Kedua belah pihak dapat meminta mediator untuk mengajukan 

permohonan perpanjangan waktu mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang diikuti 

oleh alasan. 

  Adapun semua kelebihan dari mediasi, tidak luput dari kekurangannya. Menurut Nargis 

(2019), kelemahan mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan seperti: 

1. Mediasi dapat dilakukan jika semua pihak bersedia menyelesaikan sengketa secara 

musyawarah. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk mediasi, proses tersebut 

tidak akan terjadi atau tidak akan berjalan dengan efektif jika terjadi. 

2. Jika ada pihak yang tidak beritikad baik maka memanfaatkan mediasi sebagai 

penguluran waktu, seperti tidak mematuhi jadwal sesi mediasi atau berunding 

hanya untuk memperoleh informasi kelemahan lawan. 

3. Mediasi juga tidak cocok jika masalah pokok adalah soal penentuan hak karena hal 

tersebut harus diputuskan oleh hakim. 

Hal ini menjadi permasalahan yang menarik, bahwa ternyata penyelesaian alternatif 

sekalipun masih terdapat kelemahannya. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk kantor 

pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dalam jalur non litigasi. Adapun 

sengketa yang diselesaikan melalui jalur mediasi yang akan dijadikan bahasan pokok oleh 

peneliti adanya salah satu kasus sengketa Overlapping pada tahun 2023 di daerah Kota 

Surabaya. Pada kasus pertama, terjadi dalam satu bidang tanah terdapat 2 sertipikat dimana 

Go Indrawati membeli tanah dengan Akta Jual Beli dengan Sertipikat Hak Milik di 
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Kelurahan Gunung Anyar Tambak, lalu pada tahun 2023 Go Indrawati mengaku dihubungi 

oleh Erdiyan Nugroho. Erdiyan Nugroho pada awalnya membeli tanah dari H. Syaifullah 

dan mengaku mengajukan permohonan hak atas tanah pada tahun 1998. Pada tahun 2000, 

terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Erdiyan Wahid Nugroho. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat dua sertipikat atas satu objek bidang tanah yang yang sama-sama dikuasai 

berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan yang pada akhirnya 

tersebut diselesaikan dengan jalur mediasi dan berhasil. Pada kasus kedua, Tjoa Leo 

mengajukan permohonan pengakuan hak atas tanah, dimana tanah tersebut telah terbit NIB 

atas nama H. Mochamad Atok Ilah, yang pada akhirnya tersebut diselesaikan dengan jalur 

mediasi, namun mediasi tersebut gagal. 

Berdasarkan kasus yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai ‘’Penggunaan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa 

Tumpang Tindih (Overlapping) Hak Atas Tanah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, 

Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur’’. 

B. Rumusan Masalah 

Banyaknya permasalahan pertanahan terutama hak atas tanah akibat overlapping sering 

kali terjadi di berbagai tempat. Banyak juga masyarakat berpikiran bahwa dengan 

mengurus masalah ke pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 

Sehingga, aspek yang diteliti oleh Peneliti berupa penyelesaian masalah pertanahan melalui 

jalur non litigasi, yaitu mediasi. Untuk itu, Peneliti akan merumuskan beberapa pertanyaan 

untuk memperjelas masalah dan alur pikir penulis : 

1. Apa permasalahan pada tahapan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa 

tumpang tindih di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam 

penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di Kelurahan Gunung 

Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar? 

3. Apa saja permasalahan dan solusi pelaksanaan mediasi dalam sengketa Kelurahan 

Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian 

sengketa tumpang tindih di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan 

Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan 

kegagalan dalam penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa 

di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar. 

3. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi mediasi dalam sengketa 

Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota 

Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat akademis, kegunaan sosial, dan 

kegunaan praktis seperti berikut : 

1. Manfaat Akademis 

  Penulisan secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian bagi peneliti selanjutnya  terhadap masalah yang menjadi fokus 

penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan 

mengenai penggunaan mediasi sebagai penyelesaian sengketa overlapping di 

Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota 

Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

2. Kegunaan Sosial 

  Secara sosial, diharapkan bagi penelitian ini dapat memberikan 

informasi, gambaran serta pandangan mengenai pengunaan mediasi dalam 

penyelesaian sengketa overlapping di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, 

Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

3. Kegunaan Praktis 

  Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan, bahan evaluasi, 

serta informasi tindakan mediator berdasar pada Peraturan Menteri Nomor 1 

Tahun 2016 bagi Kantor Pertanahan dalam menggunakan mediasi sebagai 

penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, 

Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian terhadap Penggunaan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian 

Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Hak Atas Tanah di Kelurahan Gunung 

Anyar Tambak dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada kasus pertama, untuk tahapan tidak ada permasalahan dan semua tahapan 

telah terlewati. Namun, terdapat permasalahan dengan tidak adanya akta 

perdamaian yang dikeluarkan oleh pengadilan serta adanya pihak yang tidak 

bisa hadir dan diberikan solusi dengan mediasi melalui zoom meeting. Pada 

kasus kedua, ada beberapa permasalahan pada mediasi seperti adanya tahapan 

yang tidak dilewati yaitu gelar awal, penelitian dan ekspos hasil penelitian.   

2. Pada kasus pertama, terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

sebuah mediasi. Faktor tersebut ialah terdapat pihak yang kooperatif, 

pendidikan yang tinggi, efesiensi penyelesaian sengketa, keahlian mediator 

dalam menguasai masalah. Pada kasus kedua terdapat faktor yang 

mempengaruhi kegagalan dalam sebuah mediasi. Faktor tersebut ialah tidak 

kooperatif, kurangnya kepercayaan kepada mediator, mediator yang dianggap 

kurang ahli serta sifat egois. 

3. Permasalahan pada kasus pertama terdapat pada pihak tergugat yang tidak bisa 

hadir di dalam mediasi, solusinya diadakan zoom meeting. Pada kasus kedua, 

pihak Atok Ilah (terlapor) tidak dapat berhalangan hadir dalam rapat mediasi 

sehingga membuang waktu. Solusi yang didapatkan berupa surat undangan 

oleh yang dikirim oleh kantor untuk pihak yang tidak bisa hadir. Permasalahan 

pada kasus kedua juga ditemukan kesulitan berkomunikasi antar pihak 

maupun kantor serta ketidakpercayaan dan tidak kepuasan hasil yang 

dikeluarkan kantor. Sehingga solusi yang dikeluarkan kantor berupa mediasi 

di kantor kelurahan dimana tanah yang dijadikan kasus tersebut terletak.  

 

 

 



 

69 
 

B. Saran 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan terhadap Penggunaan Mediasi Sebagai 

Upaya Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Hak Atas Tanah di 

Kelurahan Gunung Anyar Tambak, terdapat saran yang bisa diberikan oleh peneliti 

berkaitan dengan jalannya mediasi : 

1. Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II belum adanya perjanjian dengan 

akta perdamaian untuk kepastian hukum, sehingga mediasi belum sepenuhnya 

selesai di mata hukum. Di sisi lain, kantor sudah menjalankan tugasnya secara 

baik dan runtut sesuai dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh 

Menteri.  

2. Mediator yang hanya sebatas tupoksi/jabatan struktural yang berada di kantor 

pertanahan adalah salah satu penyebab mediasi kurang bisa berjalan dengan 

lancar dikarenakan tidak bisa memberi jalan tengah kepada dua belah pihak, 

hal tersebut ditunjukkan seperti pada kasus Tjoa Leo & Atok Ilah. Sehingga 

kedepannya perlu diadakannya fasilitas mediator yang ahli yang bersertifikat 

di dalam Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

3. Kantor sudah baik dengan memfasilitasi pada permasalahan pertama dengan 

mengadakan zoom pada pihak yang tidak bisa hadir dalam proses mediasi. 

Pada kasus kedua, pihak tergugat enggan memberikan dokumen terhadap 

tanah yang sedang bermasalah dikarenakan kurangnya kepercayaan. Diharap 

kedepannya kepada kantor maupun para pihak untuk bisa bekerjasama demi 

berjalannya proses mediasi dengan lancar. 
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